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bahwa setagar pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2094 tentang Pemermtaban Daerah. Pasal 48 Peraturan
Pemerintal Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan  Keuangan
Daerah  dan Pasal 111 Peraturan Nenteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2906 tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubali beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Mentert Dalam Newgert Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupat
NMesujl tentang Penjabaran Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Arggaran 20120 perlu dievaluast agar tdak bertentangan
dengan kepentingan umum. peraturan  perundang-undangan vang
tebih ting 2t dan peraturan daerah lainnyva:

hahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana dimaksud  pada hurut
a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil FEvaluast
Rancangar Peraturan Daerch - Kabupaten Mesuji tentang Anggaran
Pendapatwn dan Belanja Daerah Tahun  Anggaran 2012 dan
Rancangar: Peraturan Bupatt Mesuji tentang Penjabaran Angearan
Pendapata vdan Belanja Dacral Tahun Angearan 201 2:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan
Banvunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
08, Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor
3312y sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 620 Tambahan Lembaran Negvara Republik Indonesia Nomor
3309

Undang-Uadang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
Tambahan Tembaran Negcara Republik Indonesia Nomor 4286):

Undang-Unadang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Neecara (Lembaran Newara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor >,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4333

Undang-1 ndang Nomor 15 Tabun 2004 tentang  Pemeriksaan
Pencelolam dan Tanegungjawab  Keuangan Nepara (Lembaran
Negara Fepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844 ): )

Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik I[ndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

Undang-Undang  Nomor 27 Tahun 2009  tentang  Majelis
Permusvavaratan ~ Rakvat.  Dewan  Perwakilan Rakvat. Dewan
Perwakilun  Daerah dan Dewan Perwakilan  Rakvat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50235):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Rewibust Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 1300 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S049):

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028):

Peraturan Pemerintah Nomwor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2004
Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712):

.Peraturan  Pemerintah  Nomor 35 Tahun 2003 tentang Dana

Perimbungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

A

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
43750

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pengelolaan

Neuangan Daerah (I_.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578

cPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaar dun Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592):

-~

Peraturan  Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007  tentang Laporan

Penvelengaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah. Laporan
Keterangan Pertangeunjavwaban  Kepala Daerah  kepada Dewan
Perwakilan Rakvat Dacrah. dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  kepada  Masvarakat  ((Lembaran  Negara
Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);



Menetapkan

15, Peraturan Pemernntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan  Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah
Provinsi. Jan  Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penvusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah tentang Tata
Tertib Dewan  Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik [idonesia Nomaor 3104):

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2010 Nomor 25. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107):

I8. Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3163y

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

20, Peraturan Mentern Dalam Negerit Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan KNeuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2011
Nomor 310

2 1. Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluast Rancangan Peraturan Daerah  tentang Anggaran
Pendapatar: dan Belanja Daerah  dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentert Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011.

22, Peraturan Mentert Dalam Negert Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 311

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAMN  GUBERNUR  TENTANG  HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUI]
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI  MESUJT  TENTANG PENJABARAN  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN  BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2012,
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Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji  tentang
Ancgaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2012 dan
Rancangan Peraturan Bupati Mesuji  tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerali Tahun Anggaran 2012 sebagaimana
tercantum  dalam Lampiran  vang tdak  terpisahkan dari Keputusan
Gubernur ini.

Bupati  bersuma DPRD  segera melakukan penvempurnaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji
tentang APBD Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi tersebut di
atas paling lambat 7 (tujuh)y hart terhitung sejak diterimanva Keputusan
mi.

Dalam hal Bupatt  dan DPRD tiduk menindaklanjuti hasil evaluasi dan
tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesun
tentang APBD Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati
Mesuji tentang Penjabaran  APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi
Peraturan Dazrah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh
Gubernur.  sekaligus menyvatakan berlakunya pagu APBD  Tahun
Anggaran 201 1.

Runcangan  Peraturan Daerah Kabupaten Mesujn tentang  Angoaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan
Peraturan Bupati Mesuji  tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2012 vang telah ditetapkan menjadi
Peraturan Duerah Kabupaten Mesup tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah  Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Mesuj
tentang Peniabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2912 disampaikan kepada  Menteri Dalam Negerl  dan
Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hart setelah ditetapkan.

Keputusan 111 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakun perbaikan sehagaimana mestinyva.

Ditetapkan di Telukberung
pada tanggal //~ /5 2
GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROLDIN Z.P.

1. Menteri Dalam Negent di Jukarta:
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. Kepala Perwakilan Badan Femeriksa Keuangan Provinst Lampung di Bandar Lampuny:
. Kewa DPRD Kabupaten Mesuji di Brabasan:

. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lumpung:

. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinst Lampung di Telukbetung.
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FIASTE FAALTASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESULL
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATIMESUJI TENTANG
PENTABARAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2012

I NEBITAKAN UNMUNT

. Rencana pembangunan Kabupaten Mesuji agar sinergi antara Pemerintah. Pemerintah
Provinsi dan sesual dengan RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2012 vane diwujudkan
dalam bentuk Program dan Kegiatan sesual kewenangan vang berorientasi melalui
strategl pembangunan yang Pro Growth, Pro Job. Pro Poor dan Pro Environment.

20 Dalam menyusun KUA S APBD dan PPAS Pemerintah Kabupaten Mesuji harus
berpedoman pada RKPD Tahun 2012 dan memperhatikan RKP Tahun 2012, serta
memperhatiban Priortas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

()

Pemerintuh Kabupaten Mesujr datam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Fisik
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentane Pengadaan
Barang  Jasa Pemerintah.

4. Pemenintah Kabupaten Mesupr dalam penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instanst Pemermtah (LAKIP) 2001 dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun
2012 disesuatkan dengar Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara  dan
Retormasi Birokras Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Akuntabiitas Kinerja Insiansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja
(PK)

o TATANASKAH

Format penyusunan Rancaagan Peraturan Daerah tentang APBD  dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Panjabaran APBD disesuatkan dengan Lampiran ANV dan
ANV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pencelolaan KNeuangan Dasrah sebacaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Mentert Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kevangan
Daerah.

I PENDAPATAN DAERAH

I Twroet  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Mesujr direncanakan  sebesar
Rp. 413722369 204 - Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Ash Daerah
Rp. 4.389.700.000.-  Dana Perimbangan Rp. 375.474.026.074.-  Lamn-Lain
Pendapatan Daerah Yano Sah Rp. 35.638.043.320.- Mengingat pendapatan daerah
tersebut akan digunakar untuk  mendanar belania daerah. Pemerintah Kabupaten
Mesuii harus mengoptimalkan target pendapatan dimaksud sesuai potensi sumber-
sumber penerimaan dacrah dengan berpedoman pada peraturan  perundang-
tndangan.
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2. Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji dilurang menganggarkan pendapatan dari
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah vang bertentangan dengan Undang-Undang
Nomeor 28 Tahun 2009 tentang Pajake Daerah dun Retribusi Daerah dan atau telah
dibatalkan.

BELANIN DALRATI

I Penganggaran Belanja Barang Pakar Habis agar di sesuaikan dengan kebutuhan
nyata yang di dasarkan otas pelahsanaan tugas pokok dan fuogsi SKPD. jumlah
peoanar dan volume peierjaan serta memperhitungkan sisa persedinan barang
Tahun \ngoaran 2011

= Penpadaan Nendaraan Dinas Operasional pada APBD Kabupaten Mesuji Tahun
Angoaran 2012 sebesar Rp. 5.690.944000.- agar dilakukan setelah mendapat
Persetajuan Gubernur dan dulam penganggaran belanja kendaraan dinas disatukan
pada Sekretanat Daerab terkecuals cadaan Kendaraan dinas operasional vang
bersuntber dart dana DAN. Pengan 1. pelaksanaan dan penvediaan kendaraan
vang disetujun Gubernur difakukan dengan bupuioman kepada Peraturan Menter:
Dalam Negert Nomor 1T Tahun 2007 tentang Perubaban Atas  Peraturan Menteri
Dalam Negert Nomor 7 Tahun 2006 entang Standavisast Sarana dan Prasarana
Kerja Pemerintahan Dacrah.
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Pemberian Hibah dan Bantan Sosta) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nesuji
agar berpedoman kepada Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentanz Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Angcaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

4. Penvedioan kode rekenins rincian obyvelk belanja pada selurnh SKPD antara lain -

QoS 20001.05 rinctan obr ek Belanja Honorarium PNS Lainnyva.

ho 32 Lol 15 rincian ol ek ja Honorarium Non PNS Lainnya.

7
J
o

o

co 322 23 vmcian obyek Belanja Jasa Nantor Lainnya.

Avar nemenkdatie rincian obyel belania Taimnya diperjelas penganggarannya
Jdisesuaikan dengan nncian kegiatan dengan berpedoman ketentuan  Peraturan
VMentert Dalum Negert Nomor 153 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
KNeuangan Daerah sebacaimana telah diabah beberapa kali terakhir Jdengan

Peraturan Mentert Dalany Negert Nomor 21 Tahun 2011,
S0 Judal Kegratan pada SKEPD antara lain
Nectatm Pemvedioan Prasarana dan Savana Air Minam Bagi Masvarakat
Berpenchasilan Rendih kode Rekening 1.03,1.03.01.27.01 pada Dinas Pekerjaan
Umunt dianggarkan scbesar Rp. 4.021.920.5322

A

b. Negiatan Pendampinzan dan Fasilitast Serta Sumulan Rumah Masyarakat

Berpenghasilan - Rendah  kode  rekening  1.04.1.06.01.18.04  pada Badan
Perencanaan Pembancunan Derah dianggarkun sehesar Rp. 200.000.000.-.
Avar judul kegiatan diatas diperbarkn dan disesuaikan dengan wraian rincian
Lectatan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 13
Tahun 2006 tentang 'edoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Nenteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011,

o, Judud Kegtatan pada SKT'D antara lain
Dinas  Kesehatan  terdapat Kegatan Pemantaatna (Pemanfaatan) Sarana
Neschatan Kode  rekening 102 L.02.01.19.03  diangearkan sebesar
. 1200000000 -
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b, Badun Pemberdavaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdapat Kegiatan
Pencuatan - Nelembacean  Pengarusuramaan Gender  Anak  kode  rekening
L TR0 700 diargearkan sebesar Rp 43334000 -

¢. Dinas Sosial. Tenaga KNerja dan Transmigrasi terdapat Kegiatan Pendamping
Dana Pcrcepat'm Pen.bangunan  Infrasuuktur Daerah Dikeveasa (dikawasan)
Transmigrast hode rehening 2.08.1,13.01.19.01 sebesar Rp. 3.000.000.000.-,

Agar nomenklatur judul kegiatan hurat a sampai dengan ¢ diatas diperbaiki

Penvediaan angearan belos euiatan dan rincian obyvek belanja antara lain:
INevtatan l’cml;x:mgmmn Perpustahaan Sekolah hode  rekening
PO LOROT 612 diongearkan sebesar Rp. 7.636.664.200.-. Terdapat rincian
obveh Belunju Modal Pengadaan Buku Perpustakaan Lainnyva kode rekening

LOTLOTOLT6 12 323 27 26 diangearkan sebesar Rp. 41.706,924.200.- pada
Dinos Pendidikan. Keludavaan dan Partwisata,

Nomenhlatur rimeian obyvek belanja Pengadaan Buku Perpustakaan Lamnyva agar
{mm peruntukannye dan out put vang akan dicapal disesuaitkan dengan

cuiatan dimuksud susuai dengan Ketentuan Peraturan Mentert Dalam Negeri
\omm' I3 Tahun 2906 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diibah beberapa kali  terakhir dengan Peraturan NMenteri
Datam Negert Nomor 21 Tahun 2011,

b Keotatan Pengaduan Obat dwe Perbekalan Keschatan Kode  rekening
02102011501 drangearkan sebesar Rp. 3.083.076.000.- terdapat rincian
obvel Belanja Nodal Penvadaan Konstruksi Pembelian Gedung Gudang kode
rehening 10210207 15010 5.2.3 20,04 diangearkan sebesar Rp. 337.000.000.-
padic Dinas Kesehatan

Avar uradan belanja tersebut diatas ditata hkembali dan disesuaihan dengan judul
heviatan. sesuat dencan hetentuan Peraturan Nenteri Dalam Negeri Nomor 13
[ahun 2006 tertany Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
calt rerakhice dengan Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor

diubale beberapa
B

[ahun 2017,

¢ Reciatan Pembangunan Perlenchapan Jalan Kode Rekening 1.03.1.03.01.15.09

sebhesar Rpe 19690040000~ terdapat rinctan obyek Belanja Modal Konstrukst
Lainnyva kode rekenire 1031030113093 233301 dianggarkan sebesar Rp.
1.800.000.000 - pada Dinas Pekerjaan Umum.
KNegviatan tersebut dizias terdapat rincian obyvek belanja modal Konstrukst lainnya
agar anggaran belan a tersebut dirinel Jdalum beberapa kode rekening obyek
befanja disesuatkan dengan peruntubannya. berpedoman kepada Peraturan
Menteri Dalam Negort Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Neuancan Dacrah schagaimana telah dinbah beberapa kali  terakhir dengan
Peraturan Mentert Dalam Negert Nomer 21 Tahun 2011,

Penyediaan anggaran rivcian obyek belanja pada kegiatan antara lai:

A Rincian obvek Belunja Modal Pencadaan Buku Perpustakaan Lamnya Kode
relening Lol oL ol 1A 12 32 52726 drangearkan sebesar
Rp. 700924 200~ pada Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Scholah di
Dhinas Pendidihuans K hud 1 ddan dan Pariwisara.

b Rincian  obvek  DBelunja NModal Konstrukst Lainnya lmde rekening
LO3 030013095 23 2301 diangearkan sebesar Rp. 1.800.000.000.- pada
Keviatan Pembanguran Perlengkapan Jalan di Dinas Pekerjaan [,;mum,



Q.

¢. Rinctan obyek  Belanja Bahan  Material — Lainnva  kode  rekening
LISLIS0017.08.5.2.2.02.15 dianggarkan  sebesar Rp. 95.000.000.-. Pada
Kegiatan Penvelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga. Industri Kecil
dan Industri Menengah di Dinas Koperasi. UMKM. Industri dan Perdagangan di
Dinas Koperest. UNIKAL Industri dan Perdagangan.

d. Rincion obyek  Belanja Bahan  Material Lainmyva kode  rekening
PISTIS012001 5220205 sebesar Rp. 133.000.000.- pada  Kegiatan
Penmgkatan Peranan UNIKM sebagai Pelaku Utama Ekenomi Kerakvatan di
Dinas Koperasi. UNTKML Industri dan Perdaganan.

¢. Rincian  obyek  Belanja  Bahan  Material  Lainnya  kode  rekening
2071030120005 22,0215 sebesar Rp. 408.000.000.-. Pada Kegiatan
Pembinaan Industrt Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster
Industri di Dinas Koperasi. UNKM. Industrt dan Perdagangan.

Agar nomenklatur rincitan obyvek belanja lainnva diperjelas penganggarannva
disesuartkan Jdengan rincian kegiatan berkenaan sesuai ketentuan Peraturan
Mentert Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
KNeuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kah  terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

Penvediaan anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kode
rekening 1.20.1.20.03.00.00. 5.1.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp. 10.016.350.000.-

dalam kolom penjelasan dianggarkan 13 (tica belas) bulan pada Sekretariat Daerah.

Agar penganggaran Tambahan Penghasilan diatas ditata kembali  disesuaikan
dengan kebutuhan tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negert Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Dacrah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalim Neveri Nomor 21 Tahun 2011

Penvedinan ancearan pada Kegiatan  Pemeliharaan  Rutin/Berkala  Kendaraan
Dinas Operasional  kode  rekening  1.20.1.20.02.02.24  dianggarkan  sebesar
Rp. 1.197.875.000.- terdapat rincian obyek belanya Bahan Bakar Minyvak/Gas dan
Pelumas  Kode  rekening  1.2001.20.03.02.24.5.2.2.05.03  dianggarkan  schesar

Rp. 37.873.000.-,

Penganggaran Belanja Bahan Bakar Minvak Gas dan Pelumas pada kegiatan
tersebut diatas agar disatukan pada Bagian Umum Sckretariat Daerah dan dihitung

sesual kebutuhan rml.

Penvediaan anggaran belanja Kegiatan Evaluasi Kelembagaan Kkode rekening
1.20.1.20.03 42,01 pada Sekretariat Daerah dianggarkan sebesar Rp. 297.279.960.-
terdapat Belanja Modal Pengadaan White Board kode rekening 1.20.1.20.03.42.01,
3231105 dianggarkan sebesar Rp. 210.700.000 -

Agar rincian obyvek belunja  tersebut diatas ditata. out put yvang akan dihasilkan
disesuaikan dengan judul kegiatan dengan memperhatikan azas kewajaran dan
kepatutan. dengan berpedoman Peraturan Menters Dalam Negert Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mentert Dalam Negent Nomor 21 Tahun
2011,



I2. Penyediaan anggaran belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan pada kegiatan di
Sekretariat DPRD

d.

b.

(@

Rinetan obyvek Belanja Kursus-kursus Singkatv/Pelatihan kode relenine
L2O12004 15115221701 sebesar Rp. 157.300.000.- pada Keoiatan
Workshop Peningkatan Kualitas  Anggaran. Pengawasan Angearan dan
Angearan Perubahin

Az penganggaran Kursus-kursus Singhat Pelatihan tersebut diatas pada
Kegiatan Workshop Peningkatan Kualitas Anggaran. Pengawasan Anggaran
dan Angearan Perubahan sebesar Rp. 137.500.000.- dialihkan dan ditata
untuk infrastruktur jalan.

KNursus-kursus  Singkat/Pelathan kode  rekening  1.20.1.20.04.15. 14,
32.2.017.01 sebesar Rp. 313.000.000.- pada Kegiatan Bimbingan Teknis
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota.

Agar pengancgaran Kursus-Kursus Singhat Pelatihan tersebut diatas pada
KNegiatan Bimbingar Teknis Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota
sebesar Rp. 315.000.000,- dialihkan dan ditata untuk infrastruktur jalan.
Rincian obyvek Belanja Kursus-kursus  Singkat/Pelathan kode  rekening
1.20.1.20.04.12.15.52.2.17.00 sebesar Rp. 137.500.000.- padu Kegiatan
Workshop Mengefelitifkan Peran dan Fungst Komisi.

Agar penganggaran Kursus-kursus Singhat'Pelatihan tersebut diatas pada
Workshop  Mengefektifkan  Peran  dan  Fungsi  Komisi  sebesar
Rp. 1537.300.000.- dialihkan dan ditata untuk infrastruktur jalan.

. Rinciun obvek Belanja Kursus-kursus  SingkavPelatihan  kode rekening

1.20.1.20.04.15.17.5.2.2.17.00 sebesar Rp. 157.500.000.- pada Kegiatan
Workshop Optimalisasi Peran dan Fungsi Alat Kelengkapan DPRD.

Agar penganggaran Kursus-kursus Singkat Pelatthan tersebut diatas pada
Workshop Optimalisasi Peran dan Fungsi Alat Kelengkapan DPRD sebesar
Rp. 137.500.000.- dialihkan dan ditata untuk infrastrukrur jalan.
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